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MOTTO

"Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-
gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu."

(HR Tabrani)

Abdul Jalil, 2019, “/nilah Hadits-Hadits Tentang Menuntut lImu Itu Wajib”
https://news.detik.com/berita/d-4738905/inilah-hadits-hadits-tentang-menuntut-ilmu-itu-wajib/2
diakses pada 06 April 2019 pukul 21.35 Wib
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RINGKASAN

Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan suatu proses dalam
kepailitan yang dilakukan oleh kurator setelah putusan pailit dijatuhkan terhadap
debitor. Tujuan utamanya, yaitu untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan
debitor pailit untuk membayar utangnya secara proporsional dan sesuai dengan
struktur kreditor. Setelah putusan pernyataan pailit, kurator dapat membuat daftar
asset harta kekayaan debitor pailit yang dapat dimasukkan dalam boedebpailit.
Permasalahan timbul ketika kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta
pailit, debitor berusaha mengalihkan sebagaian asset atau harta kekayaannya kepada
orang lain untuk menghindari kepailitan, seperti kasus dalam putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt-Sus/Pailit/2019. Perbuatan debitor yang
mengalihkan sebagian assetnya dianggap melawan hukum dan menghalang-halangi
kurator untuk melaksanakan tugasnya. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan perlindungan terhadap
kreditor atas perbuatan debitor yang merugikannya, yaitu dalam pasal 41 tentang
actio paulianBerdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan
menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Actio
Pauliana Terhadap Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Rl Non
211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu, Pertama
apakah harta gono-gini atau harta bersama dalam ikatan perkawinan dapat
digolongkan termasuk kedalam boedepailit, Kedug apa akibat hukum actio
pauliangrhadap boeddfailit, Ketigaapakah putusan Mahkamah Agung Republik
yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 211
K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai dengan hukum positif. Tujuan umum dari
penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok
persyaratan gelar akademis Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami dan
menganalisa terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam
skripsi ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis
normatif (/egal reseangpenelitian yuridis normative ini memiliki titik focus untuk
mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum. Pendekatan masalah yang digunakan
dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan masalah berupa Pertamapendekatan
perundang-undangan ( Statue approggcyfaitu menelaah semua undang-undang atau
peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan isu hukumKeduapendekatan
konseptual (conceptual apprggafitu dengan memahami pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.Ketigapendekatan kasus (case approach
yaitu dilakukan dengan cara menelaah atas satu kasus yang berkaitan dengan isu

X11


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

hukum yang akan dijawab. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu
bahan hukum primer,yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU, Putusan Mahkamah Agung RI No. 211 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019. Bahan hukum sekunder,yaitu berupa publikasi tentang hukum meliputi
buku teks,jurnal hukum. Bahan non hukum yang meliputi artikel internet yang terkait
dengan isu hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yang
bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai
sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

Hasil pembahasan terhadap permasalahan yangpertamadalah Harta gono-
gini dapat digolongkan kedalam boedepailit. Hal ini dikarenakan kepailitan yang
terjadi pada suami atau istri juga merupakan kepailitan bagi pasangannya tersebut.
Hal ini berlaku apabila suami atau istri pada saat menikah tidak membuat perjanjian
kawin mengenai pemisahan harta, sehingga harta kekayaan bersama mereka
merupakan harta pailit yang dapat dimasukkan kedalam boede/pailit. Hasil
pembahasan permasalahan yang keduadalah akibat hukum actio pauliaradalah
dibatalkannya perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya oleh pengadilan,
serta transaksi yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga juga dibatalkan sehingga
objek yang menjadi transaksi harus dikembalikan pada kurator. Akibat hukum actio
paulianerhadap boedglailit pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
no. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 gugatan actio pauliariékabulkan oleh hakim pada
tingkat kasasi, maka empat objek bidang tanah yang dipersengketakan dapat
dimasukkan dalam boedepailit, sehingga nilai dari boedepailit akan bertambah.
Hasil pembahasan permasalahan yang ketigadalah Putusan Mahkamah Agung yang
membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 211
K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu ketentuan actio
paulianalalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penerapan hukum
materiil dan hukum formiil serta dikaitkan dengan ketiga ratio decindendiakim
pada putusan no. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ini, maka putusan mahkamah agung yang
membatalkan putusan pada tingkat pertama di pengadilan niaga semarang adalah
sudah sesuai hukum positif.

Saran yang diberikan penulis ialah, pertamauami atau istri yang akan
menikah hendaknya membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, agar
dapat dibedakan mengenai harta bawaan dan harta bersama, kedudebitor hendaknya
kooperatif dalam membantu kurator melaksanakan tugasnya untuk melakukan
pengurusan dan pemberesan harta pailit, ket/igdendaknya pemerintah yang diwakili
oleh pembuat Undang-Undang, mengatur secara konkrit jenis perbuatan hukum
debitor yang dapat merugikan kreditornya, serta melakukan revisi jangka waktu untuk
dapat mengajukan gugatan actio pauliana
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Asia pada kurun waktu 1997 juga melanda
Indonesia, hal ini berakibat pada terganggunya kegiatan di sektor ekonomi dan
perdagangan. Krisis ini mengakibatkan sulitnya para pelaku usaha untuk
mengembangkan usahanya, sehingga banyak sekali perusahaan perusahaan yang
gulung tikar atau bangkrut. Pada saat masa krisis moneter inilah perusahaan atau
debitor memiliki banyak utang kepada para kreditor-kreditornya dan tidak mampu
membayarnya. Para debitor juga cenderung tidak bertanggung jawab atas utang-utang
yang dimilikanya terhadap para kreditornya. Aturan hukum kepailitan yang ada saat
itu dinilai tidak mampu menjangkau kepentingan kreditor untuk menagih utang utang
nya pada debitor.

Kondisi krisis moneter pada saat itu sangat menganggu kelangsungan dunia
usaha, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah utang
piutang antara debitor dengan kreditor. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan
aturan kepailitan yang dapat mengatur penyelesaian utang piutang antara debitor
dengan kreditor secara cepat dan efektif, maka atas dasar pertimbangan tersebut
pemerintah mengeluarkan PERPPU No.1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-
Undang tentang kepailitan, dalam perkembangannya PERPPU ini ditingkatkan
menjadi Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang kepailitan. Lima tahun lebih setelah undang-undang
tersebut diberlakukan, dirasa ada beberapa kelemahan-kelemahan serta adanya
tuntutan perkembangan di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Atas

dasar itulah pada tanggal 18 oktober 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang
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No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang!(selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Secara umum, pailit merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu untuk
melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornyd. Keadaan debitor
yang tidak mampu membayar utangnya merupakan akibat dari usaha debitor yang
mengalami kemunduran atau kegagalan. Utang yang dimiliki debitor terhadap para
kreditornya, pada dasarnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun
terkait definisi kepailitan diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU,yang berbunyi “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor
pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan hakim pengawas °. Terkait mengenai pengajuan permohonan pailit dapat
diajukan oleh debitor maupun kreditor, dengan cara mengajukan permohonan pailit
pada pengadilan niaga yang bertempat pada wilayah kedudukan hukum debitor
sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU*.

Ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan
bahwa putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan /atau diatur
dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi kedudukan hukum debitor. Adapun di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan “lain-lain”, yaitu
actio pauliaperlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan,atau pekara di mana
debitor,kreditor,kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang
berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang

menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1)

! Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta
Penerapan Hukum@garta:Kencana,2018),hlm.10

2 Ibichlm.32

3 Ibid.

4 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Réviiging:UMM PRESS,2017),hlm.59
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Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka pengadilan niaga juga berhak
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai actio pauliana.

Pengaturan mengenai upaya hukum actio pauliariai diatur dalam pasal
1341 KUH Perdata, serta pasal 41 sampai pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU. Actio paulianendiri dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan hak-
hak kreditor atas perbuatan hukum debitor yang dapat merugikannya ataupun
merugikan harta atau boed@lailit. Tujuan dari actio pauliamada dasarnya adalah
untuk membatalkan transaksi debitor, maksud dari pembatalan tersebut agar harta
debitor, yang dipindah tangankan kepada pihak lain, agar dapat kembali kepada
kekayaan debitor, dan tetap menjadi tanggungan perikatannya °. Actio pauliarhanya
dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Ketentuan
actio pauliarialam pasal 1341 KUH Perdata merupakan pengecualian terhadap
sifat dasar perjanjian yang terdapat pada pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH
Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat para
pihak yang membuatnya, melalui mekanismeactio pauliam@ maka pihak ketiga
yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian.

Actio pauliamaerupakan upaya atau cara yang diberikan undang-undang
terhadap kreditor dalam memperoleh hak-haknya, meskipun demikian dalam
praktiknya , actio paulianigdak dapat sepenuhnya melindungi hak-hak kreditor. Hal
ini disebabkan berbagai macam alasan, antara lain perbedaan makna norma antara
pasal 1341 KUH Perdata dengan pasal 47 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
yaitu mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatanactio paulianBasal 1341
KUH Perdata menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan actio pauliana
adalah kreditor, sedangkan pasal 47 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan atio pauliarsgalah kurator.
Selain itu, dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan actio pauliana

sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh proses pembuktian terhadap

> Susanti Adi Nugroho, Op. Cithlm.309
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gugatan actio paulianang tidak mudah. Dalam pembuktian gugatan actio pauliana
, kurator harus membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor
dan pihak dengan siapapun perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan
kerugian bagi kreditor. Gugatan actio pauliaryang dilakukan oleh kurator pada
dasarnya juga untuk mengamankan harta kekayaan atau asset dari debitor yang dapat
dimasukkan dalam boed@lailit.

Debitor setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka sejak saat
itulah harta kekayaan debitor akan diurus oleh kurator. Mengenai pengurusan dan
pemberesan harta pailit, tugas tersebut dilakukan oleh seorang kurator dibawah
pengawasan hakim pengawas. Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator
memiliki tujuan utama, yaitu untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan
debitor pailit untuk membayar utangnya secara proporsional dan sesuai dengan
struktur kreditor®. Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tetap dapat
dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali
terhadap putusan pernyataan pailit. Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan,
kurator dapat membuat daftar asset harta kekayaan debitor pailit yang dapat
dimasukkan dalam boed@failit.

Boedepailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang telah
dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yang mana harta tersebut dikuasai oleh balai
harta peninggalan atau kuratof. Konsep boedepailit terkait erat dengan ketentuan
pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak
dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi
jaminan untuk perikatan perorangan debitor itu. Berdasarkan ketentuan pasal 1131

KUH Perdata tersebut, maka kurator dalam membuat boed@glailit harus menelusuri

6M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan:Prinsip,Norma,dan Praktik di Peradilan
(Jakarta:Prenada Media Group,2008),hlm.1

7 Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, “"Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran
Benda dari Boedel Pa(litths://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40007/24317),
diakses pada 13 oktober 2019,pukul. 19.30 WIB



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dan menginventarisasi harta kekayaan debitor,baik barang bergerak mapun tak
bergerak. Setelah harta kekayaan debitor masuk dalamboedepailit, maka kurator
dapat melakukan penjualan atau pelelangan atas harta yang masuk dalam boede/
pailit, untuk selanjutnya dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi
utang-utang debitor pailit terhadap para kreditornya.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa kurator berwenang
melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pada saat kurator
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dalam praktiknya debitor pailit
berusaha mengalihkan atau memindah tangankan harta-hartanya untuk menghindari
pemasukan harta tersebut dalam boedepailit. Hal inilah yang menjadi kendala
kurator dalam menjalankan tugasnya untuk segera melakukan pengurusan dan
pemberesan harta pailit. Kurator dalam menangani masalah ini dapat melakukan
gugatan actio pauliargana membatalkan segala perbuatan hukum yang dilakukan
oleh debitor yang dapat merugikan kepentingan kreditor dan juga harta yang ada
dalam boedglilit akan berkurang nilainya.

Gugatan actio pauliaryang dilakukan kurator ini salah satunya bertujuan
untuk melindungi hak-hak kreditor yang telah dilanggar oleh debitor pailit. Sebagai
salah satu perkara yang pernah diputus Pengadilan Niaga Semarang adalah perkara
nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg tertanggal 12 oktober 2011 Jo putusan kasasi
Mahkamah Agung RI Nomor: 807/Pdt.Sus/2011 tertanggal 24 januari 2012 dan
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 208/PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 januari 2013,
putusan tersebut menyatakan bahwa Dayu Handoko dinyatakan pailit. Dan Dayu
Handoko selaku debitor pailit telah menikah dengan Rosalya Sri Wulandari selaku
Tergugat I.

Tergugat 1 ketika dalam ikatan perkawinan dengan dayu handoko selaku
debitor pailit, telah melakukan pembelian beberapa bidang tanah antara lain,
Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten
Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 6394/ Purwomartani, seluas + 675 m?, Surat Ukur tertanggal 13 November
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2001 Nomor : 01406/2001 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 75/2014 tertanggal
18 September 2014 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku
Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
diatas namakan Rosalya Sri Wulandari. Sebidang tanah terletak di Desa
Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11418/ Purwomartani,
seluas + 749 m?, Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : 00003/2012 dengan
Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 70/2014 tertanggal 16 September 2014 dihadapan
Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Rosalya Sri
Wulandari.

Sebidang tanah terletak di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten
Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor : 4511/ Tirtomartani, seluas + 746 m?, Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013
Nomor : 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 98/2014 tertanggal 13
Juni 2014 dihadapan Irianto, SH, M.Kn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas namakan Rosalya Sri
Wulandari. Sebidang tanah terletak di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan
Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertipikat Hak
Milik (SHM) Nomor : 3342/ Selomartani, seluas + 651 m?, Surat Ukur tertanggal 4
Mei 2015 Nomor : 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 98/2015
tertanggal 18 November 2015 dihadapan Winda Heliantana Pamuncak, SH, M.Kn
selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, diatas namakan Rosalya Sri Wulandari.

Pembelian beberapa bidang tanah yang telah disebutkan tersebut diperoleh
dalam ikatan perkawinan antara Rosalya Sri Wulandari selaku Tergugat I dengan
Debitor Pailit Dayu Handoko. Atas dasar itulah maka kurator menduga kuat tanah
tersebut masuk dalam harta pailit yang oleh Debitor Pailit Dayu Handoko dengan

sengaja diatas namakan Rosalya Sri Wulandari selaku istrinya untuk mengkaburkan
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kepemilikan Harta pailit. Atas dasar itulah Kurator mengajukan gugatan actio
pauliangada Pengadilan Niaga Semarang dan telah mendapatkan putusan Nomor
:15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg jo Nomor :07/Pdt.Sus-
Pailit/2011/PN.Smg, yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Setelah pada tingkat pertama gugatan ditolak, kurator mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung dan telah mendapatkan putusan Nomor : 211/K/Pdt.Sus-
Pailit/2019 yang amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari kurator dan
membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor  :15/Pdt.Sus-Actio
Pauliana/2018/PN.Smg jo Nomor : 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan
menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Actio
Pauliana Terhadap Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Rl Noi
211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu :

1. Apakah harta gono-gini atau harta bersama dalam ikatan perkawinan dapat
digolongkan termasuk kedalam boedglailit?

2. Apa akibat hukum actio paulianahadap boedglailit yang termasuk dalam
harta gono-gini atau harta bersama perkawinan?

3. Apakah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan
Niaga Semarang dalam Putusan No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai
dengan hukum positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap proses penelitian yang hendak dicapai ialah adanya hasil. Agar hasil
dari penelitian dapat tercapai, maka diperlukan suatu tujuan. Tujuan yang hendak

dicapai dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah sebagai :
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1.3.1Tujuan Penelitian Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam
bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok pesyaratan gelar akademis
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan pengembangan ilmu pengetahuan
penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum
Universitas Jember.

3. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum yang diharapkan
dapat berguna bagi almamater mahasiswa hukum, serta masyarakat pada

umumnya.

1.3.2Tujuan Penelitian Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk
skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisa penggolongan harta gono-gini atau harta
bersama dalam ikatan perkawinan kedalam boed@failit.

2. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum actio paulianerhadap
boedepailit yang termasuk dalam harta gono-gini atau harta bersama
perkawinan.

3. Untuk memahami dan menganalisa kesesuaian putusan Mahkamah Agung
yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No.

211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dengan hukum positif.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah di bidang hukum pada dasarnya menggunakan suatu
metode penelitian guna mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah
untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode penelitian dalam

penulisan karya ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak, hal ini dimaksudkan agar
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analisis terhadap isu hukum yang dihadapi sesuai dengan prosedur dan dapat
dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan
skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu meliputi tipe penelitian, pendekatan
masalah,bahan hukum,analisa bahan hukum.
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif (/egal reseajcMipe penelitian ini yaitu penelitian yang memiliki titik
fokus untuk mengkaji penerapn kaidah ataupun norma hukum. Tipe penelitian yuridis
normatif ini dilakukan dengan cara beberapa tahap,pertama mengkaji berbagi aturan
hukum yang ada seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang
didalamnya terdapat konsep teoritis, lalu kemudian dihubungkan dengan masalah
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan masalah, pendekatan
masalah tersebut yang akan dipergunakan untuk menjawab isu hukum. Pendekatan
masalah tersebut antara lain pendekatan perundang-undangan ( statue approach
pendekatan konseptual (conceptual appryapéndekatan kasus (case approgch
pendekatan historis (historical approgcpendekatan perbandingan (comparative
approadh Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
kasus , penjelasan mengenai ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approsch
Pendekatan = perundang-undangan  dilakukan  dengan  cara

menginventarisasi semua undang-undang atau peraturan terkait lainnya
yang berhubungan dengan isu hukum, lalu menelaah semua aturan
tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu memahami landasan

filosofis yang melatarbelakangi undang-undang tersebut,serta asas-asas

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian HukgFikarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),
hlm.38
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dalam undang- undang tersebut, lalu akan ditarik kesimpulan apakah ada
benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi®.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami
pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan mampu menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian,konsep,atau asas hukum yang memiliki
nilai relevansi dengan isu hukum yang akan dihadapi. Pemahaman mengenai
pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum ini penting bagi
peniliti guna membangun argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum?°.
3. Pendekatan kasus (case approgch
Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah atas

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dijawab dalam skripsi ini,
kasus yang di telaah adalah kasus yang telah mendapat putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211
K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Hal pokok yang dikaji dalam pendekatan kasus ini
adalah ratio decidenglitu pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh
hakim untuk sampai pada putusannya !*. Menurut Goodheart, ratio decidendi
dapat diketahui dengan memperhatikan fakta materiil'®>. Fakta materiil ini
menjadi hal yang penting, karena hakim akan mencari aturan hukum yang

tepat untuk diterapkan pada fakta tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum
Bahan hukum dalam hal ini merupakan sarana dari suatu penulisan yang

digunakan untuk memceahkan suatu masalah yang dihadapi, sekaligus memberikan

preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Dalam penulisan skripsi ini yang

9 Ibidhlm.137
10 /pidhlm.178
11 /bidhlm.158
12/pjd.
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dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non

hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan

putusan-putusa hakim'®>. Dalam hal penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang
dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015
5. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum ini meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum,jurnal-jurnal hukum. Bahwa dalam penulisan
skripsi ini bahan hukum sekunder yang berupa publikasi hukum tersebut terkait

dengan kepustakaan yang ada hubungannya dengan kepailitan serta a ctio pauliana

1.4.3.3 Bahan Non Hukum
Bahan non hukum dari penulisan skripsi ini terdiri dari artikel-artikel hukum

yang ada pada internet, arttikel hukum ini memiliki keterkaitan dengan isu hukum

yang sedang dihadapi oleh penulis.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum
Penelitian hukum terdiri atas beberapa langkah, Peter Mahmud Marzuki

mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut *:

13 1bidhlm.181
14 1bjdhlm.213
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1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak
terkait atau tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan
dipecahkan.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu
hukum, sekiranya dipandang perlu juga bahan-bahan non hukum yang
terkait dengan isu hukum.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum yang telah disebutkan diatas , memiliki
peran yang penting dalam mewujudkan hasil penelitian hukum yang baik. Atas dasar
itulah maka langkah-langkah tersebut diatas harus dipenuhi dalam rangka untuk
melakukan penelitian hukum. Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode
deduktif. Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari
sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah
kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Penalaran deduktif merupakan salah satu
cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya

pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepailitan
2.1.1 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, yang diadopsi dari bahasa
Belanda “faillet] sedangkan kata “faillet” sendiri berasal dari Perancis yang
mempunyai arti pemogokan atau kemacetan pembayaran '°.Adapun bankrugpailit)
dan bankruptdkepailitan) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bahasa
Inggris'¢.Sejarah dari hukum tentang kepailitan sendiri jika ditelusuri, sudah ada
sejak zaman Romawi!’. Aturan aturan mengenai hukum kepailitan di Indonesia
sendiri sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Pada zaman Kolonial Belanda
aturan mengenai kepailitan diatur dalam Fallissementsverordeaign ini berlaku
dari tahun 1905 sampai 1998. Fallissementsverordeming tidak diberlakukan
lagi sejak terbitnya PERPPU No.l tahun 1998, yang selanjutnya PERPPU ini
disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998. Undang-Undang No.4 tahun
1998 ini kemudian direvisi, lalu lahirlah Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU.

Terkait dengan definisi mengenai Kepailitan, para ahli hukum banyak yang
mengemukakan pendapat mengenai definisi dari kepailitan. Menurut R.Subekti
kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua
orang yang berpiutang secara adil . Sementara itu Munir Fuady berpendapat bahwa
pailit atau bangkrut adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor agar
tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atau agar harta kekayaan debitor

1

tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor !°. Undang-Undang

15 Susanti Adi Nugroho, Op. Cifhlm.29

16 Ibid.

17 Jono,Hukum Kepailit@akarta: Sinar Grafika,2008),hlm.1
8/bid.

19Susanti Adi Nugroho, Op. Cithlm.30

13


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

Kepailitan dan PKPU sendiri telah memberikan definisi mengenai Kepailitan. Pasal 1
butir 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah

sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsep kepailitan di
Indonesia sendiri tidak terlepas dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pada
dasarnya pengaturan mengenai masalah kepailitan ini merupakan suatu perwujudan
dari kedua pasal tersebut.

Kepailitan merupakan suatu cara atau upaya untuk penyelesaian sengketa
utang piutang antara debitor dengan para kreditornya. Penyelesaian sengketa utang
piutang melalui kepailitan banyak ditempuh oleh banyak pihak, karena prosesnya
dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditornya terjamin. Peraturan mengenai
kepailitan sendiri, diatur dalam Undang -Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Undang undang ini merupakan penyempurnaan dari
peraturan yang telah ada sebelumnya yaitu Undang Undang nomor 4 tahun 1998
tentang kepailitan. Jika ditelusuri tentang sejarah lahirnya undang-undang kepailitan,
pada awalnya bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak hak kreditor
dengan cara memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang
tidak dapat terbayar.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya aturan mengenai masalah
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu?’:

1. Untuk menghindari perebutan oleh para kreditor diwaktu yang
bersamaan terhadap harta debitor guna meminta pembayaran piutang
dari debitor.

2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak
istimewa, yang menuntut pemenuhan haknya dengan cara menjual
barang milik debitor atau bermaksud mengusai sendiri barang milik
debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor
yang lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan
oleh pihak debitor mapun pihak kreditor. Dalam hal ini misalnya
debitor berusaha untuk memberi beberapa keuntungan kepada seorang

29J0no, Op. Cithlm.3
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atau beberapa kreditor tertentu, yang mana hal tersebut merugikan
kreditor lainnya, ataupun debitor melakukan perbuatan curang dengan

memindah tangankan ,melarikan, atau menghilangkan semua harta

benda kekayaan yang dimilikinya dengan tujuan untuk melepaskan
tanggung jawabnya terhadap para kreditornya.

Pada dasarnya kepailitan merupakan cara penyelesaian masalah atau sengketa
utang piutang antara debitor dan kreditor, yang mana pelunasan utang oleh debitor
kepada para kreditor-kreditornya dapat dilakukan secara adil, cepat, terbuka, dan
efektif. Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sendiri sudah diatur
mengenai cara mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun syarat syarat
permohonan pernyataan pailit. Dengan sudah adanya Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang akan
membawa masalah utang piutang nya ke pengadilan niaga. Setelah adanya putusan
pailit dari pengadilan niaga , maka pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit

akan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.
2.1.2 Asas Hukum Kepailitan di Indonesia

Asas hukum kepailitan yang dianut Indonesia dapat ditemukan dalam
beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam KUH Perdata serta
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Asas hukum mengenai hukum kepailitan di
Indonesia ini pada dasarnya tidak terlepas dari asas-asas yang ada dalam hukum
perdata, hal ini dikarenakan hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata
nasional dan merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara

perdata nasional !

. Sebagian besar muatan dari hukum kepailitan Indonesia mengatur
tentang sita dan eksekusi, hal ini juga sesuai dengan pengaturan sita dan eksekusi di
dalam hukum acara perdata, maka dari itu kepailitan dan hukum acara perdata
merupakan suatu bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Asas hukum yang
pada dasarnya berlaku dalam hukum perdata maupun hukum acara perdata, juga

menjadi asas yang berlaku dalam hukum kepailitan di Indonesia, meskipun tidak

21Susanti Adi Nugroho,Op. Cithim.37
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disebutkan dengan tegas. Di dalam hukum perdata mengatur asas umum hukum

kepailitan, sedangkan asas khusus hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU. Asas asas hukum kepailitan di Indonesia antara lain:

a. Asas Umum

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam pasal 1131
KUH Perdata atau yang biasa disebut dengan prinsip persamaan
kedudukan kreditor atau Paritas Creditorigema pasal 1132 KUH
Perdata atau yang biasa disebut prinsip pari passu prorate peiite
semua kreditor memiliki hak yang sama atas harta kekayaan debitor,
kecuali ada alasan sah untuk didahulukan pembayaran piutangnya.
Prinsip paritascreditoriungang diatur dalam pasal 1131 KUH
Perdata ini memiliki arti bahwa harta kekayaan debitor dapat
digunakan sebagai jaminan kepada kreditor. Prinsip ini dalam asas-
asas hukum jaminan juga biasa disebut “jaminan umum”. Rumusan
prinsip paritas creditorigada pasal 1131 KUH Perdata dijelaskan
oleh Kartini Muljadi. Menurut Kartini Muljadi, rumusan dari pasal
1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwasanya segala tindakan
seseorang dalam lingkup harta kekayaan selalu akan berakibat
terhadap kekayaan orang tersebut, baik itu yang bersifat menambah
jumlah hartanya (kredit) , maupun yang nantinya akan mengurangi
jumlah hartanya (debitf?. Terkait dengan prinsippari passu prorate
perteyang diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata biasa disebut
jaminan “khusus”. Pasal 1132 KUH Perdata memiliki makna
bahwasanya semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta
kekayaan debitor, kecuali terdapat alasan yang sah untuk lebih
diutamakan atau didahulukan pembayaran piutangnya.

b. Asas Khusus

22Jono, Op. Cithim.3
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Selain asas umum kepailitan yang telah diatur dalam KUH Perdata,

hukum kepailitan Indonesia juga terdapat asas khusus sebagaimana

yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bagian

penjelasan umum, asas asas khusus tersebut antara lain :

1. Asas keseimbangan
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa
ketentuan yang merupakan implementasi dari asas keseimbangan,
yaitu di salah satu pihak atau dalam hal ini debitor, terdapat
ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan
lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan tidak
beritikad baik, dipihak lainnya terdapat ketentuan yang dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur ketentuan yang
memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap
dilangsungkan. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha ini
setidaknya memiliki nilai kemaslahatan bagi kegiatan usaha??,

3. Asas keadilan
Asas keadilan dalam hukum kepailitan memiliki makna bahwa
ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi
para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan dimaksudkan
untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang
mengusahakan pembayarn atas tagihan masing-masing terhadap

pihak debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor yang lainnya.

23Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtahgtfKPekhm dan Peradilan,
Volume 4, Nomor 3 November 2015: 399-418, hlm.404
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4. Asas integrasi
Asas intergrasi ini mengandung arti bahwa sistem hukum formil
dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari
sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Berdasarkan penjelasan mengenai asas-asas hukum diatas, pada dasarnya asas
hukum Kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari asas-asas hukum perdata, hal ini
dikarenakan hukum kepailitan merupakan subsistem dari hukum perdata dan hukum
acara perdata nasional. Asas hukum yang pada umumnya berlaku dalam hukum
perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam
hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pasal 1131
KUH Perdata yang terdapat prinsip paritas creditoriymserta pasal 1132 KUH
Perdata yang terdapat prinsip pari passu prorate .destd 1131 dan pasal 1132
KUH Perdata ini merupakan suatu perwujudan adanya asas jaminan kepastian
pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan pihak debitor dengan kreditor.
Terkait dengan asas yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, telah
dijelaskan diatas bahwa terdapat beberapa asas, yaitu asas keseimbangan , asas

kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.

Asas-asas hukum mengenai hukum kepailitan tersebut pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, debitor,
kreditor sebagai pemangku kepentingan utama dalam kepailitan. Perlindungan hukum
yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut harus

seimbang, agar permasalahan utang piutang dapat diselesaikan secara adil.
2.1.3 Tujuan Kepailitan

Tujuan kepailitan secara umum ialah untuk menjamin pembagian yang sama
terhadap harta kekayaan debitor kepada para kreditor. Hal ini dimaksudkan agar

pembagian harta debitor nantinya dilakukan secara proporsional, serta untuk
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menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan ada

kreditor yang menagih piutangnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini tujuan dari

hukum kepailitan adalah sebagai berikut?*:

1.

Memberikan perlindungan terhadap para kreditor konkruen untuk
memperoleh hak mereka yang berhubungan dengan berlakunya asas
jaminan.Asas ini menyatakan bahwa terhadap semua harta kekayaan
yang dimiliki debitor, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak ,baik
yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi
jaminan atas perikatan debitor. Bentuk perlindungan kepada para
kreditor konkruen untuk memperoleh haknya yang terkait asas jaminan
yaitu dilakukan dengan cara pemberian fasilitas dan prosedur untuk
mereka dapat memenuhi tagihannya terhadap debitor.

Menjamin mengenai pembagian harta kekayaan debitor agar sesuai
dengan asas pari passu prorate peamien dengan cara membagi
secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor
konkruen berdasarkan perimbangan besarnya tagihan dari masing-
masing kreditor tersebut.

Mencegah agar seorang debitor tidak melakukan tindakan-tindakan
yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Debitor tidak lagi
mempunyai  kewenangan untuk melakukan pengurusan dan
pemindahtanganan harta kekayaannya sejak putusan pailit dijatuhkan.
Harta kekayaan yang dimiliki debitor sejak keluarnya putusan pailit,
maka status hartanya berubah menjadi harta pailit.

Tujuan dari kepailitan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut?>:

1

L

Untuk menghindari perebutan harta debitor diwaktu yang bersamaan
oleh para kreditor yang menagih piutangnya.

Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan yang
menuntut atas haknya dengan melakukan penjualan terhadap barang
milik debitor, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan
kepentingan dari debitor maupun para kreditor lainnya.

Untuk mencegah perbuatan debitor yang merugikan kepentingan para
kreditornya, atau perbuatan debitor tersebut hanya menguntungkan
salah satu kreditornya saja.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor konkruen
guna memperoleh hak mereka, sesuai dengan asas jaminan.

24Susanti Adi Nugroho, Op. Cithlm.58
25 [bidhlm.59
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5. Untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi pihak debitor dan
kreditor ~untuk melakukan perundingan guna menyepakati
restrukturisasi utang.

6. Untuk menjamin pembagian yang sama dan adil terhadap harta
kekayaan debitor diantara para kreditor.

Berdasarkan penjelasan diatas , maka pada dasarnya tujuan kepailitan ialah untuk
memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pihak debitor
maupun pihak kreditor mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepailitan. Bentuk
perwujudan dari pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para
pihak yang terlibat dalam kepailitan adalah penyelesaian masalah utang piutang
secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penyelesaian masalah utang piutang ini
dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, dan dilaksanakan melalui suatu

badan peradilan khusus yaitu pengadilan niaga.

2.2 Actio Pauliana
2.2.1Pengertian Actio Pauliana

Sejarah tentang hukum kepailitan sudah ada sejak zaman romawi, yang mana
pada saat itu hukum kepailitan zaman romawi juga mengenal pengaturan mengenai
actio pauliandctio pauliamarasal dari bahasa Romawi yang maksudnya merujuk
pada segala upaya hukum yang dipergunakan untuk menyatakan batal tindakan
debitor yang memindahkan harta kekayaannya dan tindakan tersebut merugikan para
kreditornya®®. Pengaturan mengenai ketentuan a Ct/o pauliariai juga diadopsi dalam
hukum kepailitan di Indonesia. Menurut hukum kepailitan di Indonesia Actio
Pauliananerupakan upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh
debitor, yang mana transaksi tersebut dapat merugikan kepentingan kreditornya’.
Actio paulianani merupakan suatu hak sekaligus bentuk perlindungan hukum

kepada para kreditor yang diberikan oleh undang-undang atau hukum, terkait dengan

26 |bidhIm.309
27M. Alvi Syahrin, “Actio Pauliana : Konsep Hukum dan Problematikahyax,
Librum, Vol.IV,No 1, Desember 2017,hlm.606
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perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor-kreditornya. Pada dasarnya tuntutan
pembatalan transaksi yang dilakukan oleh kreditor bertujuan agar harta debitor yang
dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain, melalui tindakan hukum dapat
dituntut pembatalannya. Tujuan dari pembatalan transaksi ini, agar harta debitor yang
telah dipindahtangankan atau dijual dapat kembali pada kekayaan debitor seperti
semula, sehingga tetap menjadi tanggungan perikatannya.

Pengaturan mengenai actio pauliarsacara umum diatur dalam pasal 1341
KUH Perdata, pasal tersebut menyatakan bahwa “tiap orang berpiutang boleh
mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si
berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal
dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang
dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu
membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang”. Ketentuan actio pauliana
pada pasal 1341 KUH Perdata ini merupakan suatu terobosan terkait dengan sifat
dasar perjanjian yang diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata. Maksudnya adalah pasal
1341 KUH Perdata ini dapat mengecualikan ketentuan pasal 1340 yang menyatakan
suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku terhadap pihak yang membuatnya.
Adanya pasal 1341 KUH Perdata ini memungkinkan adanya pihak ketiga yang dapat
membatalkan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.

Konsep actio pauliampada pasal 1341 KUH Perdata memiliki keterkaitan
dengan pasal 1131 KUH Perdata, yang mana pasal tersebut memuat prinsip ~ paritas
creditoriurPrinsip paritas creditorigada pasal 1131 KUH Perdata menyatakan
bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor demi hukum menjadi
jaminan atas utang yang dimilikinya. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tersebut
menunjukkan bahwasanya debitor sebenarnya tidak memiliki kebebasan terhadap
harta kekayaannya ketika ia mempunyai utang kepada pihak lain dalam hal ini

kreditornya?®. Adapun mengenai pengaturan secara khusus mengenaiactio pauliana

28 M.Hadi Subhan, Op. Cithlm.175
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dalam kepailitan, diatur dalam pasal 30, pasal 41 sampai pasal 49 Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU. Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
menyatakan bahwa act/io pauliaregalah upaya hukum untuk membatalkan segala
pebuatan hukum dari debitor pailit yang mana perbuatan tersebut merugikan
kepentingan kreditornya. Perbuatan hukum debitor tersebut tidak diwajibkan serta
debitor dan dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sepatutnya mengetahui
bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditornya serta perbuatan tersebut dilakukan
sebelum putusan pailit. Pembatalan mengenai perbuatan hukum debitor tersebut dapat
dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut memang
merugikan para kreditornya serta debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui.
Pembatalan perbuatan hukum debitor ini tidak dapat dilakukan apabila perbuatan
debitor tersebut diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang. Berdasarkan
penjelasan pasal 41 UU KPKPU tersebut, bahwa a Ctio pauliarsalah sarana yang
diberikan oleh undang-undang untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang

merugikan para kreditornya.
2.2.2)enis-jenis Actio Pauliana

1. Actio Paulianilam perkara perdata

Pengaturan mengenai actio pauliarialam sistem hukum perdata terdapat
tiga jenis, antara lain a ctio pauliani@mum) diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata,
actio paulian@waris) yang diatur dalam pasal 1061 KUH Perdata, serta a Ctio
paulianalalam kepailitan yang diatur dalam pasal 41 sampai 49 Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU. Ketentuan a Ct/o pauliandlam perkara perdata termuat pada
pasal 1341 K UH Perdata, yang mana rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa
segala harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak, serta yang ada sekarang
atau yang akan datang menjadi jaminan atas utang yang dimilikinya. Dalam pasal
1341 KUH Perdata terdapat satu unsur yang menjadi patokan pengaturan a Ctio
paulianayaitu unsur itikad baik (good faifhUnsur itikad baik ini yang akan

menjadi tolak ukur apakah perbuatan hukum debitor tersebut diwajibkan ataukah
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tidak?®. Unsur itikad baik ini sangat berpengaruh nantinya terhadap putusan yang
akan dijatuhkan oleh hakim pemeriksa perkara, apabila unsur itikad baik terpenuhi
maka perbuatan hukum tersebut berarti diwajibkan, apabila tidak terpenuhi maka
perbuatan tersebut berarti tidak diwajibkan.

2. Actio Paulianilam kepailitan.

Pengaturan secara khusus mengenai actio pauliarialam kepailitan diatur
dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Ketentuan dari pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan
bahwa “Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan
pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang
merugikan kepentingan kreditor,yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit
diucapkan ”.Berdasarkan ketentuan pasal 41 tersebut, maka dalam hal debitor
melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditornya, perbuatan hukum tersebut
dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan mengajukan gugatan Actio Pauliana.

Gugatan actio pauliarada dasarnya dapat diajukan kepada Pengadilan
Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari debitor. ~Actio
Pauliananerupakan hak gugat yang diberikan kepada kreditor ataupun kurator untuk
membatalkan segala perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pailit
dijatuhkan terhadapnya, dengan tujuan mengembalikan harta kekayaan debitor seperti
semula®’. Dalam hal jika debitor sudah dinyatakan pailit, maka wewenang untuk
mengajukan gugatan act/io pauliarada pada kurator. Hal ini dikarenakan, kurator
mempunyai tugas mengurus dan membereskan harta pailit setelah putusan pailit
dijatuhkan kepada debitor. Jadi apabila sebelum putusan pailit dijatuhkan, debitor
melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditornya atau merugikan boede/
pailit, maka atas tindakan tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui

pengadilan, inilah yang disebut dengan actio pauliana

2 M. Alvi Syahrin, Op.Cithim.609.
% Susanti Adi Nugroho, Op.Cithlm.313
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2.2.3 Pembuktian dalam Actio Pauliana

Ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan a ctio
paulianadiatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49, dalam mengajukan gugatan
actio pauliankyrator harus memastikan bahwa syarat-syarat dari actio pauliana
harus terpenuhi. Syarat-syarat dari actio paulianamenurut Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU adalah, sebagai berikut!:

1.  Pengajuan gugatan actio pauliarbanya untuk kepentingan harta
pailit.

2. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor.

3. Debitor harus sudah dinyatakan pailit, jadi apabila terhadap debitor
hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang itu
tidak cukup.

4.  Perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut merugikan
kepentingan kreditor atau merugikan boed@hilit.

5. Perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut, dilakukan
sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan.

Penjelasan diatas mengenai syarat actio paulianamaka dapat diketahui

bahwa salah satu unsur yang penting adalah perbuatan hukum debitor. Syarat a ctio
paulianaliatas menentukan bahwa perbuatan yang dapat dibatalkan melalui atio
paulianaharuslah perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan segala hal
perbuatan yang dapat memberikan akibat hukum. Terkait dengan pembuktian dalam
actiopauliana, untuk membuktikan perbuatan hukum dari debitor yang mengarah
pada tindakan untuk mengalihkan aset-asetnya, maka kurator wajib untuk
membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor akibat dari pembuatan perjanjian
atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Pembuktian dalam perkara actio
paulianberbeda dengan pembuktian dalam perkara kepailitan pada umumnya.
Perkara kepailitan pada umumnya berlaku pembuktian sederhana
sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,
ketentuan pasal ini menyatakan, kreditor cukup membuktikan bahwa debitor benar

memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana

3Ypid him.316
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dalam perkara kepailitan ini berbanding terbalik dengan pembuktian dalam perkara
actio pauliandal, ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa “ Pembatalan segala
perbuatan hukum debitor hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada
saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum
tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan
kerugian bagi kreditor”.

Ketentuan pasal tersebut jelas menunjukkan, kurator harus dapat
membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan debitor mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwasanya perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian
bagi kreditornya. Upaya actio pauliamgang dilakukan kurator ini semata mata untuk
memaksimalkan nilai harta pailit, sehingga dapat memenuhi kewajiban debitor pailit
terhadap kreditornya.

Terkait dengan upaya hukum a ctio paulianiurator dalam hal ini memiliki
peranan penting untuk membuktikan adanya kerugian pada para kreditor akibat dari
perbuatan hukum debitor yang mengarah pada pengalihan asset kekayaannya. Hak
kurator untuk mengajukan upaya hukum actio pauliafa dijamin oleh pasal 47 ayat
(1) UU Kepailitan dan PKPU. Mengenai pembuktian dalam perkara actio pauliana
kurator harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan
oleh debitor dan pihak ketiga telah merugikan kreditor. Salah satu cara untuk
membuktikan hal tersebut adalah dengan menelusuri pembayaran utang kepada
kreditor, dimana hal tersebut merupakan kewajiban yang ada di dalam undang-
undang maupun perjanjian. Apabila terjadi suatu perbuatan hukum debitor yang
mengalihkan asset-aset nya satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan,
maka dalam hal ini kurator harus membuktikan adanya kerugian pada para kreditor
akibat pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum debitor. Selain
itu juga, kurator harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang
dilakukan debitor dan pihak ketiga adalah dalam upaya untuk merugikan para

kreditornya.
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Pembuktian mengenai perkara a ctio paulianpga dimungkinkan adanya
pembuktian terbalik. Hal ini didasari pada ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa sistem pembuktian yang
dapat dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap
perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit, ada pada debitor
dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengannya. Jadi, apabila kurator
menilai bahwa perbuatan hukum debitor yang dilakukan dalam jangka waktu satu
tahun sebelum pernyatan pailit tersebut merugikan kreditor. Pihak yang membuktikan
ialah debitor dan pihak ketiga, mereka wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum
tersebut wajib dilakukan dan tidak merugikan kepentingan kreditor ataupuiboede/
pailit.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pembatalan atas
perbuatan hukum debitor dengan pihak ketiga, yang dilakukan sebelum putusan pailit
diucapkan, hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan
hukum dilakukan, debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan
mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan para kreditor, kecuali

perbuatan tersebut wajib dilakukan berdasarkan perjanjian ataupun undang-undang.

2.3 Boedel Pailit
2.3.1Pengertian Boedel Pailit

Kurator mulai menjalankan tugasnya pada saat Pengadilan Niaga telah
menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor. Setelah dijatuhkannya putusan pailit
tersebut kepada debitor, maka sejak saat itu kurator dapat melakukan pengurusan dan
pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan harta pailit ini dilakukan dengan
cara menelusuri dan menginventarisasi harta kekayaan dari debitor pailit, untuk
selanjutnya harta tersebut dimasukkan dalam boedepailit. Boedelpailit atau

bankrupt estatilah harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang telah
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dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator 2. Mengenai
ruang lingkup harta pailit diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU, pasal tersebut menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan
debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang
diperoleh selama kepailitan 3. Kalimat “seluruh kekayaan debitor pada saat putusan
pernyataan pailit”, mengacu pada pada pengertian hak milik atas kebendaan yang
dimiliki oleh debitor secara sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal
570 KUH Perdata 3. Pasal 570 KUH Perdata ini menentukan hak milik atas
kebendaan tersebut merupakan kedaulatan penuh si pemiliknya asalkan tidak
diperoleh secara menyalahahi Undang-Undang dan peraturan umum. Berdasarkan
ketentuan pasal tersebut, maka harta kekayaan debitor yang dapat dimasukkan dalam
boedaailit ialah segala harta benda yang diperoleh secara sah menurut hukum.
Ketentuan pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan
bahwa kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah
menerima surat pengangkatan sebagai kurator. Dalam menjalankan tugasnya tersebut
seorang kurator harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pengelolaan
boedeapailit®™. Mengenai hal pengelolaan boedegailit ini kurator harus memegang
prinsip transparansi, antara lain transparansi kurator kepada publik, transparansi
kurator terhadap pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim pengawas,
transparansi kurator terhadap kreditor atau panitia kreditor %°. Prinsip transparansi ini
merupakan kewajiban yang harus diemban kurator, agar proses kepailitan yang
berkaitan dengan pemberesan harta pailit debitor dapat dilakukan dengan baik.
Transparansi kurator kepada publik berkaitan dengan segala hal yang

menyangkut kepailitan, terutama adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor.

32 Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya, Op. Cihlm.2

33Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta
Pailit(Jakarta:Sinar Grafika, 2019),hlm.146

34 Ibid.

35Bernard Nainggolan, Transparansi Dalam Pemberesan Boedg@hiRaiditPT ALUMNI
Bandung,2015),hlm. 36

%/bid.him.37
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Terkait transparansi kurator terhadap hakim pengawas, hal ini berkaitan dengan
proses pemberesan harta debitor pailit. Jadi, atas segala tindakannya yang dilakukan
untuk membereskan harta pailit, kurator bertanggung jawab untuk melapor pada
hakim pengawas. Mengenai transparansi kurator terhadap kreditor atau panitia
kreditor adalah dalam hal keterbukaan kurator mengenai pemberesan harta pailit dari
debitor, kurator dalam hal ini juga harus mendengarkan nasehat atau masukan dari
panita kreditor mengenai hal-hal yang sudah dilakukan kurator untuk membereskan

harta debitor pailit.

2.3.2 Syarat-syarat untuk menetapkan Boede/ Pailit

Suatu benda ataupun harta kekayaan debitor agar dapat dimasukkan dalam
boedepailit, adalah harus memenuhi syarat unsur pasal 1132 KUH Perdata. Pasal
tersebut menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak maupun tidak bergerak ,
baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk
perikatan-perikatan debitor perorangan tersebut. Perikatan atau perjanjian yang
dilakukan debitor tidak boleh ada unsur melawan hukum sebagaimana ketentuan
pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan pasal tersebut berkaitan dengan syarat objektif
perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini, apabila suatu
perikatan atau perjanjian mengandung unsur melawan hukum, yaitu bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, maka perjanjian tersebut
dikatakan mengandung unsur melawan hukum. Atas dasar itulah maka terhadap
benda atau harta kekayaan debitor yang dapat dimasukkan dalam boedgfailit adalah
harus sesuai pasal 1131 KUH Perdata, serta tidak bertentangan dengan pasal 1365
KUH Perdata.

Segala benda atau harta kekayaan debitor setelah dimasukkan dalanboede/
pailit, kurator lalu menjual harta tersebut untuk selanjutnya melakukan pembayaran
pada masing-masing kreditor. Sehubungan dengan penjualan harta dari debitor pailit,

maka kurator wajib memperhatikan beberapa hal berikut *’:

%Susanti Adi Nugroho, Op. Cithlm.105
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1. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi

2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta
yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilai dari harta
tersebut akan meningkat di kemudian hari

3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor
pailit.

Harta benda debitor yang dapat digolongkan termasuk dalam boedepailit
tidak hanya berupa benda berwujud seperti misalnya tanah, gedung atau bangunan
atau kendaraan. Selain benda berwujud juga dapat berupa barang proyek yang tengah
dikerjakan oleh debitor yang pembiayaannya didanai oleh kreditor atau bank, serta
surat-surat berharga ,obligasi,dan saham?.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menyebutkan secara rinci
mengenai kualifikasi dari harta benda dari debitor pailit yang dapat digolongkan
termasuk sebagai boedepailit® .Sesuai dengan asas integrasi yang dianut oleh
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan tentang apa saja yang dapat
digolongkan sebagai boedgjailit dapat dilakukan rujukan dari peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku di Indonesia *°. Asas integrasi dalam Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan
hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata
dan hukum acara perdata nasional. Atas dasar itulah, maka rujukan peraturan
mengenai syarat menetapkan boedelpailit tidak hanya pada Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU, akan tetapi juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1131 dan
pasal 1132 KUH Perdata.

2.4 Harta Bersama Perkawinan

2.4.1 Pengertian Harta Bersama Perkawinan

Harta kekayaan yang timbul dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri,

pada dasarnya terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah

3 Elyta Ras Ginting, Op.Cithlm.147
3 Ibid
4 Ibid.
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harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh
karenanya menjadi milik suami bersama suami istri *'. Mengenai harta bawaan, yaitu
harta yang dibawa suami atau istri kedalam ikatan perkawinan, oleh karena itu
menjadi milik masing-masing suami atau istri dan berhak melakukan apa saja
terhadap harta bawaan tersebut tanpa harus ada persetujuan dari pasangannya **.
Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut
Undang-Undang Perkawinan) pasal 35 diatur mengenai harta benda perkawinan,
dalam pasal 35 disebutkan®?:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

2. Harta bawaan dari suami dan istri serta harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka yang disebut harta bersama
perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung
dan oleh karenanya menjadi milik bersama suami istri. Sedangkan pasal 36 Undang-
Undang Perkawinan menyebutkan bahwa #*:

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas
perjanjian kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan sebetulnya sudah menjelaskan

bahwasanya harta benda perkawinan terbagi antara harta bersama dengan harta
bawaan. Terkait mengenai hal apabila suami atau istri yang ingin membuat perjanjian
kawin yang memuat pemisahan harta,ataupun ingin memperjanjikan apa saja selama
tidak bertentangan dengan hukum,agama,dan kesusilaan, maka hal itu diperbolehkan.

Atas dasar hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi ruang lingkup

41 Isis Ikhwansyah dkk, Hukum Kepailitan,Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga
serta Harta Benda PerkawiBrdung; CV Keni Media,2012), hlm.11

42 Ibid.

43Ibid,hIm.10

44 Ibid.
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dari harta bersama perkawinan ialah segala harta benda baik bergerak maupun tidak
yang diperoleh selama ikatan perkawinan, dalam hal ini harta tersebut dapat
dihasilkan dan diatas namakan baik istri maupun suami. ermasuk juga dalam
yurisdiksi harta bersama adalah setiap harta benda yang diperoleh dengan cara
dibiayai oleh harta bersama baik itu harta benda yang dibeli selama ikatan

perkawinan berlangsung atau pasca perceraian.
2.4.2 Asal-usul Harta Bersama Perkawinan

Berdasarkan asasnya, bahwasanya semua harta yang diperoleh selama dalam
ikatan perkawinan menjadikan harta tersebut masuk dalam yurisdiksi harta bersama
perkawinan. Asas ini dikembangkan di dalam praktik peradilan seperti yang
dikemukakan oleh M Yahya Harahap, sehingga cakupan harta bersama menjadi luas.
Berdasarkan penjelasan asas tersebut, asal-usul harta bersama perkawinan berasal
dari harta yang sebagai berikut*:

a. Harta benda yang dibeli selama suami istri dalam ikatan perkawinan
yang sah. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan
perkawinan yang sah menjadi yurisdiksi dari harta bersama
perkawinan.

b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian antara suami istri
yang dibiayai dari harta bersama perkawinan.

Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama perkawinan atau
tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan
barang yang bersangkutan, meskipun dalam hal ini barang tersebut
di beli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.

c. Harta yang dapat dibuktikan, bahwa harta tersebut diperoleh selama
dalam ikatan perkawinan yang sah.

Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang sah
dengan sendirinya menjadi harta bersama perkawinan.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan suami istri
Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi
harta bersama. Akan tetapi bukan hanya barang yang berasal dari
harta bersama saja yang menjadi yurisdiksi dari harta bersama
perkawinan, melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami
atau istri.

45 Ibidhlm.11
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e. Semua penghasilan suami atau istri
Sepanjang terkait mengenai penghasilan pribadi suami atau istri
tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi
penggabungan sebagai harta bersama perkawinan. Penggabungan
penghasilan suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang
pihak suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin
yang telah dibuat dan disepakati.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka asal-usul harta
bersama perkawinan, berasal dari segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan
perkawinan yang sah, baik suami atau istri yang menghasilkan dan terdaftar atas harta
tersebut. Selain itu yang menjadi yurisdiksi dari harta bersama perkawinan adalah
setiap harta benda yang cara memperolehnya dibiayai oleh harta bersama baik itu
harta benda yang dibeli pada saat dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian.
Undang-Undang Perkawinan menempatkan suami dan istri dalam kewajiban
memikul beban tanggung jawab dalam rumah tangga secara sejajar, artinya baik
suami ataupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan
rumah tangganya sebagaimana telah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang
Perkawinan. Atas dasar itulah maka , hak dan kedudukan suami dan istri adalah
seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
Berdasarkan kesetaraan kedudukan suami dan istri di dalam Undang-Undang
Perkawinan tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami atau istri itu sendiri

ketika mereka atau salah satu dari mereka melakukan perbuatan hukum.
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4.1

BAB 4 PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan mengenai uraian penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

D

2)

Harta gono-gini atau harta bersama perkawinan dapat digolongkan kedalam
boedglailit. Hal ini dikarenakan kepailitan yang terjadi pada suami atau istri
juga merupakan kepailitan bagi pasangannya berdasarkan pasal 64 ayat 1
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu berlaku apabila suami atau istri
pada saat menikah tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan
harta, sehingga harta kekayaan bersama mereka merupakan harta pailit yang
dapat dimasukkan kedalam boedepailit. Harta tersebut yang nantinya
digunakan untuk membayar hutang dari debitor pailit. Kecuali suami atau istri
yang menikah dengan membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta
dan juga ada harta bawaan yang dapat dibuktikan,maka berdasarkan pasal 62
ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan hanya terbatas pada
debitor pailit dan harta bersama yang tidak termasuk dalam perjanjian kawin.
Akibat hukum actio paulianerhadap boedepailit yang termasuk dalam
harta gono-gini atau harta bersama perkawinan ialah nilai darboedepailit
akan bertambah. Secara umum akibat hukum actio pauliart@rdasarkan
pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah dibatalkannya
perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya oleh pengadilan, serta
transaksi yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga juga dibatalkan
sehingga objek yang menjadi transaksi harus dikembalikan pada kurator untuk
kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Secara khusus akibat
hukum actio paulianaerhadap boedehpailit dalam Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia no. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 gugatan actio
paulianalikabulkan oleh hakim pada tingkat kasasi, maka empat objek
bidang tanah yang dipersengketakan termasuk kedalam harta gono-gini atau

harta bersama perkawinan antara Debitor Pailit Dayu Handoko dan Tergugat I
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Rosalya Sri Wulandari selaku istri debitor pailit, sehingga empat bidang tanah
tersebut dapat dimasukkan dalam boedepailit, sehingga nilai dari boedel
pailit akan bertambah, sehingga pelunasan utang debitor kepada para
kreditornya akan maksimal.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga
Semarang dalam Putusan No. 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sudah sesuai dengan
hukum positif, yaitu ketentuan actio pauliamdalam pasal 41 Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU, ketentuan kepailitan suami/istri yang menikah tanpa
perjanjian kawin dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
,serta ketentuan harta benda perkawinan dalam pasal 35 Undang-Undang
Perkawinan. Penerapan hukum materiil dan hukum formiil serta dikaitkan
dengan ketiga ratio decindendiakim pada putusan no. 211 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019 ini, maka Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan
pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Semarang adalah sudah sesuai
hukum positif. Hal ini dikarenakan Putusan pada Pengadilan Niaga Semarang
hanya mendasarkan putusannya pada syarat actio pauliardalam pasal 41
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU , tanpa menggali lebih dalam

mengenai fakta-fakta yang terkait dengan objek yang dipersengketakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka disarankan :

Hendaknya Suami atau istri yang akan menikah atau yang sudah dalam ikatan
perkawinan membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, agar dapat
dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama, hal ini semata-mata agar
apabila terjadi kepailitan terhadap pasangannya, harta yang termasuk dalam
boed@lailit adalah harta bersama saja, sehingga harta bawaan masing-masing
pasangan dapat diambil kembali seperti sebelum adanya ikatan perkawinan.
Hendaknya Debitor kooperatif dalam membantu kurator melaksanakan

tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, bukan
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sebaliknya mencoba menjual atau memindahtangankan sebagian aset nya
untuk menghindari kepailitan.

. Hendaknya Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh pembuat Undang-
Undang , merevisi ketentuan actigpauliana dalam Undang-Undang Kepailitan
dan PKPU , yaitu mengenai perbuatan hukum debitor yang dapat merugikan
kreditor. Hal ini harus diatur lebih konkrit mengenai macam-macam
perbuatan hukum debitor yang dikategorikan merugikan kreditor. Revisi
jangka waktu pengajuan actio pauliarjaga diperlukan, karena Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU hanya menentukan yang dapat diajukan actio
paulianadalah perbuatan hukum debitor yang dilakukan satu tahun sebelum
putusan pailit diucapkan. Terkait hal ini debitor bisa saja melakukan
pengalihan asetnya sesudah putusan pailit diucapkan tanpa sepengetahuan
kurator dan hakim pengawas. Atas dasar itulah seharusnya pengajuan gugatan
actio pauliananpa dibatasi jangka waktu perbuatan hukum yang dilakukan

debitor.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan actio pauliana pada tingkat

kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SARDJANAORBA MANULLANG,H,,

..,
M.Kn, bertempat tinggal di Gedung ILP Lantai 3
(tnt 3-09) Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 39 A,
Pancoran, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Zulfikri Sofyan, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat, berkantor di Jalan Jagalan Nomor
1, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Juli 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
terhadap
ROSALYA SRI WULANDARI, bertempat tinggal
di Bromonilan RT 008 RW 003, Desa
Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Hindra
Pemungkas, S.H., M.H., dan kawan, Para
Advokat, berkantor di Perum Soka Asri Permai
Blok ab 10 RT 16 RW 03 Kadisoka,
Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, D.I.
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 November 2018;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

dan

BADAN PERTANAHAMNASIONAL
KABUPATEN SLEMAN, diwakili oleh Rio

Sumardiyanto, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
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Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Muhun Nugraha, S.H., M.Hum.,
dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman, berkantor di
Jalan  Dr. Radjimin,  Triharjo,  Sleman,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

September 2018;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dalam
gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum beberapa bidang tanah dan bangunan yaitu:

a. Sebidanganah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas = 675 m2, Surat Ukur
tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli
(AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda
Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

b. Sebidanganah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan,
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas £ 749

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
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hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H, M.Kn., selaku Notaris
dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi, Daerah Istimewa
Yogyakarta, di atas namakan Tergugat ;

c. Sebidangtanah terletakdi Desa TirtomartanKecamatarkKalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas = 746 m?2, Surat Ukur
tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan Irianto, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, di atas namakan Tergugat |I;

d. Sebidangtanah terletakdi Desa SelomartanKecamatarKalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas * 651 m2, Surat Ukur
tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (A)JB)
Nomor 98/2015tertanggall8 November2015 di hadapanWinda
Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel)

Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk mencatatkan dalam warkah Buku Tanah

pada masing-masing tanah sebagai berikut:

a. Sebidangtanah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas = 675 m2, Surat Ukur
tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli
(AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda

Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
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. Sebidangtanah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas = 749 m2, Surat Ukur
tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (A)JB)
Nomor 70/2014tertanggall6 Septembe2014 di hadapanWinda

Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

. Sebidangtanah terletakdi Desa TirtomartankKecamatarkKalasan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas = 746 m2, Surat Ukur
tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan lIrianto, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

. Sebidangtanah terletak di Desa SelomartanKecamatankKalasan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas * 651 m?2, Surat Ukur
tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 98/2015tertanggall8 November2015 di hadapanWinda

Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten

Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

merupakan harta (boedel) Pailit yang tak dapat dialihkan oleh siapapun

tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Penggugat;

. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Serifikat Hak Milik sebagaimana

disebutkan dalam petitum 3 huruf a, b, ¢, d;

. Menghukunfurut Tergugatuntuk menerbitkaSertifikattenggantatas

Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 huruf

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
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putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta

merta (uit voerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidair:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Semarang berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-
Actio Pauliana/2018/PN.Smg jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg
tanggal 12 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. MenghukumPenggugatuntuk membayarbiaya perkaraini, sejumlah
Rp2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2018, terhadap putusan
tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal
21 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi
Nomor 15/G.Actio Pauliana/2018/PN Smg., juncto Nomor 8/G.Actio
Pauliana/K/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang
pada tanggal 21 November 2018 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon
Kasasi pada tanggal 27 November 2018, kemudian Termohon Kasasi
mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 6 Desember 2018;
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keberatannya. felan dperaman Ropada Bak Ad4n eReaa “Sheal,
diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan:
* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang tertanggal 12 November

2018,Nomor15/Pdt.Sus-ActiPauliana/2018/PN.Smgangdimohonkan
kasasi tersebut;
Mengadili Sendiri:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum beberapa bidang tanah dan bangunan yaitu:
a. Sebidangtanah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas 675 m2, Surat Ukur
tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli
(AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda
Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
b. Sebidangtanah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas 749 m?2, Surat Ukur
tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan Akta Jual Beli (A)JB)
Nomor 70/2014tertanggall6 Septembe014 di hadapanWinda
Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten

Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
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Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas 746 mz,
Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00221/2013 dengan
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di
hadapan Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan
Tergugat I;

d. Sebidangtanah terletakdi Desa SelomartanKecamatankalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas * 651 m2, Surat Ukur
tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 98/2015tertanggall8 November2015 di hadapanWinda
Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat |;

adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel)

Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk mencatatkan dalam warkah Buku Tanah

pada masing-masing tanah sebagai berikut:

a. Sebidangtanah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomyesetims = 675 m?2, Surat Ukur
tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan Akta Jual Beli
(AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di hadapan Winda
Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten
Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat |;

b. Sebidangtanah terletakdi Desa PurwomartanKecamatarKalasan
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomadians = 749 m?2, Surat Ukur
tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan
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dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

. Sebidangtanah terletakdi Desa TirtomartanKecamatarKalasan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 4511/ Tirtpesdukteni= 746 m2, Surat Ukur
tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00221/2013 dengan Akta Jual Beli (AJB)
Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan lIrianto, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

. Sebidangtanah terletak di Desa SelomartanKecamatarkKalasan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat
Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas * 651 m2, Surat Ukur
tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual Beli (A)JB)
Nomor 98/2015tertanggall8 November2015 di hadapanWinda

Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten

Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

merupakan harta (boedel) Pailit yang tak dapat dialihkan oleh siapapun

tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Penggugat;

. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana

disebutkan dalam Petitum angka 3 huruf a, b, c dan d kepada Penggugat;

. MenghukunTurut TergugauntukmenerbitkaSertifikatPenggantatas

Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 huruf a, b, c

dan d yang dikuasai Tergugat serta menyerahkan kepada Penggugat, apabila

Tergugat tidak tunduk dan patuh atas putusan ini;

. Menyatakamputusanini dapatdilaksanakaterlebihdahulusecaraserta

merta (uitvoerbaar bij voorraad);

. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il membayar biaya yang timbul
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Subds%%??: perkara ini secara tanggung renteng;

Mohon putusan yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah

meneliti secara saksama memori kasasi 21 November 2018 dan kontra

memori tanggal 6 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex

Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap asal
uang yang digunakan oleh Termohon Kasasi untuk membeli objek sengketa;

- Bahwaterlepasdari statusperkawinamermohonKasasidenganDayu
Handoko(DebitorPailit), TermohorKasasidalamkontramemorikasasi
mengakubahwa4 (empat)bidangtanah objek sengketadibeli oleh
Termohon Kasasi dengan uang yang diterima oleh Termohon Kasasi dari Dayu
Handoko (Debitor Pailit) sehingga objek sengketa adalah harta pailit Dayu
Handoko (Debitor Pailit);

- Bahwa karena itu beralasan Termohon Kasasi dihukum untuk menyerahkan
objek sengketakepadaPemohonKasasiuntuk dijual guna memenuhi
kewajiban Dayu Handoko (Debitor Pailit) kepada para kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SARDJANA ORBA

MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., tersebut dan membatalkan Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-

Actio Pauliana/2018/PN.Smg., juncto Nomor 07/Pdt.Sus-

Pailit/2011/PN.Smg., tanggal 12 November 2018, selanjutnya Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan

disebutkan di bawah ini;
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perkara dalam semua tingkat peradilan;
Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

MENGADILTI:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari PemohoSARRDBJANA ORBA
MANULLANG, S.H., M.H.iMs&nui;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg., juncto Nomor 07/Pdt.Sus-
Pailit/2011/PN.Smg., tanggal 12 November 2018;

MENGADILI SENDIRI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakamenuruthukumbeberapadidangtanahdan bangunan
yaitu:
a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan,
Kabupatersleman ProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas * 675
m?, SuratUkurtertanggal 3 NovembeR2001Nomor01406/2001
dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September
2014di hadapan Wind#eliantan®amuncaks.H.,M.Kn.,selaku
Notarisdan PPAT di KabupaterslemanProvinsiDaerahlstimewa
Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;
b. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan,
KabupaterSlemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
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Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di hadapan Winda
Heliantana Pamuncak, S.H, M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di
Kabupaten Sleman Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas
namakan Tergugat I;

c. Sebidandanahterletakdi DesaTirtomartanKecamataialasan
KabupaterblemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas + 746 m?2,
Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan
Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat |;

d. Sebidandanahterletakdi DesaSelomartanKecamataralasan
KabupaterSlemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas = 651 m?,
Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual
Beli (AJB) Nomor 98/2015 tertanggal 18 November 2015 di hadapan
Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di
KabupaterSlemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartadi atas
namakan Tergugat |;

adalah harta Pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta

(boedel) Pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;

3. MenghukunTurutTergugatintukmencatatkadalamwarkah Buku

Tanah pada masing-masing tanah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan
KabupaterblemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6394/Purwomartani, seluas = 675 m?,
Surat Ukur tertanggal 13 November 2001 Nomor 01406/2001 dengan
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tertanggal 18 September 2014 di

hadapan Winda Heliantana
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Tergugat I;
. Sebidang tanah terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan

KabupatertSlemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11418/Purwomartani, seluas = 749
m?, Surat Ukur tertanggal 26 Januari 2012 Nomor 00003/2012 dengan
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 70/2014 tertanggal 16 September 2014 di
hadapan Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan
PPAT di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di
atas namakan Tergugat |;

. Sebidandanahterletakdi DesaTirtomartanKecamataralasan
KabupaterblemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4511/Tirtomartani, seluas * 746 m?2,
Surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 00003/2012 dengan
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 98/2014 tertanggal 13 Juni 2014 di hadapan
Irianto, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di atas namakan Tergugat I;

. Sebidandanahterletakdi DesaSelomartarfecamatarKalasan
KabupaterSlemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartalengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3342/Selomartani, seluas = 651 m?,
Surat Ukur tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 00263/2015 dengan Akta Jual
Beli (AJB) Nomor 98/2015 tertanggal 18 November 2015 di hadapan
Winda Heliantana Pamuncak, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di
KabupaterSlemanProvinsiDaerahlstimewaYogyakartadi atas

namakan Tergugat [;

merupakan harta (boedel) Pailit yang tak dapat dialihkan oleh

siapapun tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Penggugat;

MenghukumTergugat untuk menyerahkarSertifikat Hak Milik

sebagaimana disebutkan dalam petitum 3 huruf a, b, c, d;
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g M8H8h lﬁ(%lrjrgq'tearrr]n% s?écslljr&tn elebltwgyér biaya perkara dalam
tingkat kasasi yang dltetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M.,
Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, | Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati,
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./l Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....oooevvnveeenneeennnnns Rp 6.000,00

2. Redaksi ........cccovvviiinnnnnnn. Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi .......... Rp4.989.000,00 +
Jumlah Rp5 000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002
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